
1. Undang-UndangNomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provlnsl Irian Jaya Tengah,
Provinsi lrian Jays Barat, Kabupaten Paniai,
KabupatenM,imika,KabupatenPuntak Jaya dan
Kota Sarong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun -1999 N'Omor 173, Tarnbahan

Mengingat

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 25/PMK:0712011
tentang Pedoman Umum dan Aiokasi Dana
Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun
Anggaran 2011 dJ Provinsi Papua Bar~t maka
demi tertib, lancar dan berhasilnya petassanaan
pernantaatan alokasi dana tersebut, sehingga
tepat sasaran, berhasilguna dan berdaya guna
maka penu diatur lebih lanjut oleh Gubemur
PapuaBarat;

b. bahwa berds$srkan pertimbangantersebut huruf
a, perlu rnenetapkan PeraturanGubernur Papua
Barat tentang Pedornan Umumdan Alokasi Dana
Penyesualan Infrastruktur Oaerah Tahun
Anggaran2011dj ProvinsiPapuaBarat;

DENGAN RAHMAT TiJHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN Al..OKA.SI DANA ,PENYESUAIAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 900/3/11112011 TAHUN 2011



Lembaran Negara Repubtil< Indonesia
Nomor 3894) sebagaimana terah dlubah
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang­
undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukari Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsl Irian Jaya Barat, Kabupatan
Panial, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun . 2000
Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 39~O) sesual
Putusan Mahkamch Konstltus! Republik
Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provlnsl
Papua (Lernbaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151); sebagalmana telah
diubah denpan Undanq-Undanq Nomor ~5
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undall,g
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undanq-Undanq Nomor 21 Tahun 2001
tentanq Otonomi Khusus bagi Provlnsl
Papua menjadi Undang-Undang (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tatum 2008
Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48S4);

3. UndanQ-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuanqan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan t.ernbaran Negara
Republik IndOnesia Nomor 4151),;

4. Undang-Undanq Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran
Neqara Republik Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4355);

5. Undanq-Undanq Nomor Hi) Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Parundanq-undanqan (Lernbaran Negata



Republi~'; Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tarnbahan t.ernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Negara Republlk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); .

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahari Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20.04
Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagalmana telah beberapa kali diubah
teraknir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20.08
Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 r'shun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pernerfntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Angaran Pendapatan dan aetanja
Negara Tahun 2011 (Lernbaran Negsra
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5167);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembina"," dan
Pengawasan Penyelenggsra,an
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nemer 4593);



.c

11. Peraturan Pemerintah NOMor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan antara Pemerlntah.
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 26. Tambahari
Lembaran Nagara Republik Indonesta
Nomor 4737);

12. Peraturan Pemeriintah Nomor 19 Tahun
2010 tentanq Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan keuanqan
Gubernur sebagai Wakil Pernerintah til
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 25,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107);

13. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun
2010;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nornor
25/1PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum
dan Alokasi Dana Penyesuaian lnfrastruktur
Daerah Tahun Anggaran 20l1;

15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Orqanlsasl
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 34);,\



Pasal4
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai
pelaksana teknis kegiatan bertangguhgjawabmengelolaDana y~ng
tetah dialokasikan sesuai peruntukannya dan membuat laporan
pertanggungjawabansecara transparan, akuntabel dan tepat wafctu
sesuaidenganketentuanperundanq-undanqan.

Pasal3
Proses Pencairan Dana Penyesuaian lntrasrtuktur Daerah Tahun
Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (1)
dilaksanakansecarabertahapdenganrinciansebagaiberikut ;
a. TahapPertarnasebesar30% (figa puluhpersen)
b. Tahap kedua sebesar45% (empatpuluh limapersen)
c. TahapKetigasebesar25% (duapuluh limapersen)

Pasal2
RincianAlokasl Dana PembangunanPrasaranaJalan dan Jembatan
sebagaimanatersebutdalamPasal 1 ayat (2) sebagaiberikut :
» Prasarana jalan dan Jembatan

• PembangunanJalan Arfu - Saukoremdengan target 10 Km,
lokasi Kabupaten Manokwari, Pagu dana Rp.
15.000.000.000,00(LimaBelasMilyarRupiah).

• PembangunanJembatanArfu, Cs dengantarget 1 paket lokasi
Kabupaten Manokwari, Pagu dana (9.750.000.000,00
(SembilanMilyarTujuhRatusLimaPuluhJuta Rupiah).

Pasal1
(1) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011

Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 24.750.000.000,00 (Dua
PuluhEmpatMilyarTujuh RatusLimaPuluhJuta Rupiah).

(2) Dana Penyesuaian lnfrastruktu«Daerah Tahun Anggaran 2011
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakatl untuk
pembangunanprasaranajalan danjembatan.

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA SARAT
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI
DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR
DAERAHTAHUNANGGARAN2011.

MEMUTUSKAN :



Untuk salman yang sah sesual dengan aslinya1

K$PALA BIROHUKUM,

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ~011 NOMOR 156

SEKRI:TARJSDAERAH
PROVINSIPAPUABARAT,

CAPITTD

MARTHENLUTHERRUMADAS

Diundangkan di Manokwari
pada tanggsl 9 Maret 2011

. Ditetapkan di Man()kwari
pada tanggal 9 Maret 2011

GUBERNURPAPUA BARATI

CAPITTO

ARBAHAM O. ATURURI

PasalS
Peraturan Gubemur Ini mulai berlaku pada tanggaf diundangl<an.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Papua Barat.


